
Menimbang

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: t3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBET{TUKAN ls (LrMA BEIAS) KETURAHAN
Dr KECAMATAN TEMANGGUNG, panaxan,

NGADIREJO, DAN KMN6GAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

: a. bahwa. dengan semakin meningkatnya jumlah
pendudu( srana dan pr.r.r.-nu jalan, alat
komunikasi, transportasi, semakin Jedtnva jaia[
dengan pusat kota, kegiatan p"rliint f,.n danpusat-pusat pengembangan uniuk memperlancarpalaksanaan tugas-tugis pemerintahin danpembangunan 

,. d.l - petayanan terhadapmasyarakat dipandang perlu membentu.k
Kelurahan baru di Kecamatan Temanggung,
Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan;

b. bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (3) peraturan

?g^.1.n Kabupaten Temanggung'Nomor 12 Tahun2001 . tentang pedoman- pemOentutan,
Pemecahan, penggabungan, dan fengnapusan
Kelurahan maka pembentukan trarus Oitetipfan
dengan peraturan Daerah.
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Mengingat :1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang nomor 22 tahun 1999
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Tahun 1999 Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
tentang Pedoman Umum Pengaturan
Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
Tambahan Lembaran Tahun 2001 Nomor 4155I

4. Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung
12 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembenh.dag
Pemecahan, Penggabungan, dan Penghaprn
Kelurahan.

258



Dengan Percetujuan

DEWAN PERWAKILAil RAI(YAT

KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMTURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN 15
(LIMA BEI.AS) KELURAHAN DI KECAMATAN
TEMANGGUNG, PARAKAN, NGADIRETO,
DAN KRANGGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimakud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Kabupaten

Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat

Daerah Kabupaten;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan

Kelurahan bar:u di luar wilayah kelurahan-kelurahan yang telah
ada.
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BAB II
PEMBENTUKAN, PUSAT PEM ERINTAHAN,

BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kelurahan Madureso di Kecamatan Temanggung yang
meliputi lingkungan bekas dusun :

a. Madureso;
b. Sroyo;
c. Cekelan;
d. Projo;
e. Papoan;
t. Madureso Indah;
g. Srimpi;

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Madureso sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Madureso.

(3) Batas wilayah Kelurahan Madureso sepefti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Membentuk Kelurahan Giyanti di Kecamatan Temanggung yang
meliputi lingkungan bekas dusun:
a. Giyanti;
b. Depok;
c. T1asri;
d. Mujahidin;
e. Karangsari;

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Giyanti sebagaimana dimakud ayat
(1) pasal ini berada di lingkungan Giyanti.

(3) Batas wilayah kelurahan Giyanti seperti tersebut pada ayat (1) pasat
ini sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
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Pasal 4

(1) Membentuk Kelurahan Mungseng di Kecamatan Temanggung yang
meliputi bekas dusun i
a. Argodewi;
b. Kemantenan Sari;
c. Daleman Asri;
d. Toyokembar.

(2) Pusat Pemerinatahn Keluraham Mungseng sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Daleman Asri.

(3) Batas wilayah Kelurahan Mungseng seperti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran tII yair!
merupakan bagian tidak terpisahkan darj peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Membentuk Kelurahan Manding di Kecamatan Temanggung yang
meliputi lingkungan bekas Dusun :

a. Kauman;
b. Kliwonan;
c. Tegaltemu;
d. Kedondong;
e. Karangsari;
f. Puri Kencana;
g. Karangwetan.

(2) Pusat pemerintahan Keturahan Manding sebagaimana dimakud ayat
(1) Pasal ini berada di lingkungan Karangwetan.

(3) Batas wilayah kelurahan Manding seperti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiian M Vair6
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Membentuk Kelurahan Kebonsari di kecamatan Temanggung yang
meliputi lingkungan bekas dusun :
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Krajan;
Kebon;
Sukowangi;
Jinggan;
Tawangsari;
Sukosari;
Tawangsari Permai.

(2) Pusat pemerintahan Kelurahan Kebonsari sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Krajan.

(3) Batas wilayah kelurahan Kebonsari sepefti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Membentuk Kelurahan Jurang di Kecamatan Temanggung yang
meliputi bekas dusun :

a. Jurang I;
b. Jurang II;
c. Tlogo Mukti;
d. Mlulon.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Jurang sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini berada di lingkungan Jurang I.

(3) Batas wilayah Kelurahan Jr.rrang seperti tersebut pada ayat (1) pasal

ini sebagaimana terlampir dalam lampiran VI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Membentuk Kelurahan Tlogorejo di Kecamatan Temanggung yang
meliputi bekas dusun :

a. Karang Genang;
b. Tlogowono;
c. Bakungan;
d. Krajan;
e. C;ondangan.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.



(2) Pusat Pemerintahan Tlogorejo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini berada di lingkungan Krajan.

(3) Batas wilayah kelurahan Tlogorejo seperti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Membentuk Kelurahan Sidorejo di Kecamatan Temanggung yang
meliputi bekas dusun :

a. Maliyan;
b. Maron;
c. Brajan;
d. Kayogan;
e. Maron baru;
f. Maron Permai;
g. Sekip Baru.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan sidorejo sebagaimana dimakud ayat
(1) pasal ini berada dilingkungan Maliyan.

(3) Batas wilayah kelurahan Sidorejo seperti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasall0

(1) Membentuk Kelurahan Purworejo di Kecamatan Temanggung yang
meliputi bekas dusun:
a. Getas;
b. Mantenan;
c. Brongkol;
d. Palingan;

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Purworejo sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Mantenan.

(3) Batas wilayah kelurahan Purworejo seperti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 11

(1) Membentuk Kelurahan Walitelon Selatan di Kecamatan Temanggung
yang meliputi bekas dusun :

a. Ngrancah;
b. Krikil;
c. Tepungsari;
d. Jetis;
e. Brajan
f. Sendang;
g. Weru;
h. Banjaran;
i. Pakisan;
j. Campursari.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Walitelon Selatan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Ngrancah.

(3) Batas wilayah kelurahan Walitelon Selatan sepefti tersebut pada

ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Membentuk Kelurahan Walitelon Utara di Kecamatan Temanggung
yang meliputi bekas dusun :

a. Widoro;
b. Nglangon;
c. Diwongso;
d. Ngadipiro;
e. Beji Kidul;
f. Beji Lor;
g. Gender;
h. Jetisan;
i. Payungan.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Walitelon Utara sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Widoro;
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(3) Batas wilayah kelurahan watitelon utara seperti tersebut pada ayat(1) pasal ini sebagaimana tercantum daram rampirin xr yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

pasal 13

(1) Membentuk Kelurahan parakan wetan di Kecamatan parakan yang
meliputi lingkungan bekas dusun :

a. Batursari;
b. Kemalangan
c. Peajngsari Baru;
d. Pejangsari Lama
e. Pandesari;
f . Ngempon lor;
g. Ngempon Kidul;
h. Sumbersari;
i. Ngemplak Gamblok;j. Kentengsari.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan parakan wetan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasar ini berada di ringkungan Kemarangan.

(3) Batas wilayah kelurahan parakan wetan seperti tersebut pada ayat(1) pasal ini sebagaimana tercantum daram rampiran lirt yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Membentuk Kelurahan parakan Kauman di Kecamatan parakan yang
meliputi bekas dusun :

a. Tejosari;
b. Sidorejo
c. Jetis Lor;
d. Jetis Kidul
e. Karangsari;
f. Besaran;
g. Jogomertan;
h. Klewogan;
i. Karangtengah;
j. Jetis Kauman;



k. Coyudan Sealatan;
l. Coyudan Utara.

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Parakan Kauman sebagaimana
dimakud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Jetis Lor;

(4) Batas wilayah kelurahan Parakan Kauman seperti tersebut pada ayat
(1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Membentuk Keturahan Kranggan di Kecamatan Kranggan yang

meliputi bekas dusun :

a. Kasanan;
b. Dayakan;
c. Prapak;
d. Gandokan;
e. Kranggan;
f . Kenalan.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Kranggan sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Kenalan;

(3) Batas wilayah kelurahan Kranggan seperti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Membentuk Kelurahan Manggong di Kecamatan Ngadirejo yang

meliputi bekas dusun:
a. Gondang Ngisor;
b. Gondang Duwurl
c. Manggong.

(2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Manggong sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Gondang Ngisor
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(3) Batas wilayah kelurahan Manggong sepefti tersebut pada ayat (1)
pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran X/ yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB III
KEWENANGAN KETURAHAN

Pasal 17

Dengan membentuk Kelurahan, maka Kelurahan sebagai perangkat
Daerah Kabupaten di bawah kecamatan mencakup kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan urusan
Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

BAB TV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Kepala Desa dan Perangkat desa dari desa-desa yang ditetapkan
menjadi Kelurahan yang berusia 18 tahun sampai 56 tahun yang
memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi pegawai Tidak
Tetap, sedang yang berusia 56 tahun ke atas dapat diangkat sebagai
Tenaga Kontrak dan atau kepadanya diberikan bengkok kehormatan
sampai tahun 2007 atau tahun 2008 disesuaikan dengan berakhirnya
jabatan Kepala Desa yang desanya menjadi Kelurahan.

f2) Tanah kekayaan desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi
Kelurahan dan telah berubah fungsi berupa bangunan milik Desa,
lapangan Desa, Usaha Desa dan lain-lain milik Desa, peruntukannya
Etap.

(3) Bagi anggota Badan Perwakilan Desa yang desanya ditetapkan
menjadi kelurahan diberhentikan dari jabatannya, dan dapat
diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan daerah.
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(4) Pelaksanaan ayat (l), (2), (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beftentangan dan atau
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
pelaksanaannya secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung.

Disahkan diTemanggung
Pada tanggal 12juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

TOTOK ARY PMBOWO
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Diundangkan di Temanggun!
Pada targgal 12 Juni2.9g1 

.t:,: . . ,,::;: ., , , , .::: : -

SEKRFTARIS DAEMH,
trd

M. SETYO ADJI

I.EMBAMN DAEMH KABUPATEN TEMANGG'NG TAHUN 2OO4 NOMOR:
,+8
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PENIELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2OO4

TENTAilG

PEMBENTUKAN 15 (LIMA BEI.,AS) KELURAHAN
DI KECAMATAN TEMANGGUNG, PARAKAN,

NGADIRE'O, DAN KRANGGAN

PENJELASAN UMUM
Dengan ditetaplonnya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggurg
Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan,
Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan, maka segala benhrk
aspirasi perkembangan dari desa untuk menjadi Kelurahan ataupun
Kelurahan yang akan dipecah/dibentuk, dasar hukumnya mengacu
pada Peraturan Daerah tersebut.
Bahwa 15 (Lima Belas) desa yang akan diajukan untuk dibentuk
menjadi Kelurahan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
sehingga perlu diubah statusnya dari desa menjadi Kelurahan
dangan Peraturan daerah.

PEN]EI..ASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 sampai dengan 21 : cukup jelas.

r'i
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Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang Pembentukan 15 (lima belas)
Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadirejo,
dan Kranggan.

. Ld. i:.6J*
i'i:'''

,^o

EEa rEunlr.{r llrunEs

?- +.'.+ 3at* Xdurahan

f 

- 

Jalal nEilrt .
T

--..r*'\.-..,....'i -.'l'.

1.,*_4fu\ i,l"
@r1rt.,.i ,.,-,*

l"r

BUPATI TEMANGGUNG
trd

TOTOK ARY PRABOWO
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Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 200{
tentang Pembentukan 15 (lima
belas) Kelurahan di Kecamahn
Temanggung, Parakan, Ngadire!1
dan Kranggan.

I
!

I
:6;5.1 

'$a$ofEfo

ritc*" &gufii*f,.*fi clr..x3r

+.*,+i!rr latjl irclrriiron
:-.--!xr- Ja]'au i:pal .

BUPATI TEMANGGUNG
trd

TOTOK ARY PRABOWO
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Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang Pembentukan 15 (!ima

' belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadirejo,
dan Kranggan.

l1rl
\. ltr
t

t"r l-
$CJdord \, ,-

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOKARY PRABOWO
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,!

: Peraturan Daerah KabupaEt
Temanggung Nomor 13 Tahun 200{
tentang Pembentukan 15 (linn
,belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadireil
dan Kranggan.

T

!l
it

rx
1

Lampiran IV

3ts r rruJnrgjr l.,fft[!r.l

*.*.+.- }ltg Xllinaba
::!* t*,ar rtiCt

tI
il

BUPATI TEMANGGUNG
trd

TOTOK ARY PMBOWO
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Lampiran V

&*r***t

Pirtri tEllnllrtr rEilxgrfir

.htac ldui.al.in

: Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang Pembentukan 15 (lima belas)
Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadirejo,
dan Kranggan.

Qr"n gro-t

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOKARY PRABOWO

Q*,
6ri.r;.r,r

*r**
lur.i
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Lampiran VI : Peraturan Daerah KabupaEr
Temanggung Nomor 13 Tahun 200i
tentang Pembentukan 15 (lima bel6l
Kelurahan di Kecamffi
Temanggung, Parakan, Ngadireif
dan Kranggan.

Jrrraug tI

P5{.1 KE[UniilX JIrEtro

lata€ fslur.ban
Jalan ltspal
Surgal

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PMBOWO

i

'1i '/'
t.:, brsu6; tl
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Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang Pembentukan 15 (lima
belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadirejo,
dan Kranggan.

3l$!r (E,0lrtsfl {I)oaEJo ,

latia il$
:::: Jallifsraf

0 rrt& a€E

BUPATI TEMANGGUNG

trd

TOTOK ARY PMBOWO
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Lampiran VIII

frt* Ix$UtQW $ Dqn$Ju

: Peraturan Daerah KabupaEn'
Temanggung Nomor 13 Tah.nrn

2004 tentang Pembentukan 15
(lima belas) Kelurahan C
Kecamatan TemangEulg
Parakan, Ngadirejo, dil
Kranggan.

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PMBOWO

1!-.-',
I

t
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Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang pembentukan 15 (lima
belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, parakan, Ngadirejq
dan Kranggan.

t

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

TOTOKARY PRABOWO

l

t\

I

I
t
I

\
t
l
I
I
I

.,,l
)
I

.t

.t
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Lampiran X : Peraturan Daerah Kabup#n
Temanggung Nomor 13 Tahun 2fi}t
tentang Pembentukan 15 (lima bdad

, Kelurahan di Kecarnffi
Temanggung, Parakan, Ngadireil
dan Kranggan.

K4"Wditch$lrtffi

*d.?$wEBsQgl l(cl. lrr&)ro61P xd. t{stqsi li& X$wtrgmr

* {. *t * 1 - : EatsKsluraha*

;::-....-- :Jal*nDesa

nmfi :JrlmKabu;xrteo

: K.*rtor riektt&hs$

: S;lurnn:\ir-

: $tngiri

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PMBOWO

*

eflg&*r
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Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang Pembentukan 15 (lima
belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadirejo,
dan Kranggan.

-+ -+- + :BatasKciurahan'
t'i.

^.r; ,ilan ucgl

fFfq{rl :}ahtrjqnes.

BUPATI TEMANGGUNG
trd

TOTOKARY PRABOWO
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Lampiran )GI : Peraturan Daerah Kah.pemm
Temanggung Nomor 13 Tahun ilXl*
tentang pembentukan 15 (tmr
belas) Kelurahan di Ksnah
Temanggung, parakan, NgarhiX
dan Kranggan.

Pmn xELURAIUH r.eruxes rgr,Ard

- :tatte folurahan ^ O. --- Jalan.flspal
I a=^= $urrsat_+-_r_

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO
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Lampiran XIII : peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang pembentukan 15 (lima
belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, parakan, Ngadirejo,
dan Kranggan.

J
I

i

I

9:?.. rEItEt"dI,,1S FJ&.itliiltX,iiH.$I

--I ------- batas XoLurahan . n! 

- 

jalan .{s9a1
 ^^ Sulnai .

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOKARY PMBOWO
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Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004

, tentang Pembentukan 15 (lima
belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadirejo,
dan Kranggan.

PEtt r(HrErt$r xlrr*oclix

r. +-r, * tatas,Xairr&a

= Jrlra fEprt
Sttgri '

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PMBOWO
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: Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2004
tentang Pembentukan 15 (lima
belas) Kelurahan di Kecamatan
Temanggung, Parakan, Ngadirejo,

Lampiran X/

"=fl').. 
I

;4i
_.,..,t1ilii

I

t

I

9.
tls!s

:.i

dan

t-a'ni

,., 
-J

',:

TEII YGIItsIE.III'UTqPBG

Eatni tioll3ahan

JeXrst ,3lxd

BUPATI TEMANGGUNG
trd

TOTOK ARY PMBOWO
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